BERITA DAERAH
KOTA BEKASI
\
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NOMOR 1 48 2020 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang Doa. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
dipandang perlu untuk diubah kedua kalinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perubahan
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4401);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan serta Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana  Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
139);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018
tentang Katalog Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada Pengadan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 765);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 6 Seri E);



Memperhatikan

Menetapkan

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019
Nomor 2 Seri D);

28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Keuangan
Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Berita Acara Rapat Nomor 050.1/BA.701
/SETDA.Bang tanggal 23 Juni 2020 tentang
Pembahasan penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri E) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU
Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di
Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
RUP adalah daftar daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.



11.

12.
13.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan Dalam Negeri.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin
oleh Camat.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan
kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang
bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok
Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bekasi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Organisasi
Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-
Purchasing.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjJPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah pejabat yang
bertugas membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan adalah Bendahara
yang berkedudukan di Kelurahan yang bertugas membantu
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada
yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan
kegiatan secara Swakelola.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD.

Masyarakat adalah Warga Kota Bekasi.

BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang
berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan
masyarakat dalam Pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya
disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat
konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.



33. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan
dibina oleh Pemerintah Daerah.

34. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan
dibina oleh Pemerintah Daerah.

35. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah
Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki
maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko
dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, meliputi:

(1) Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan
prasarana Kelurahan di lingkungan pemukiman :
a. jaringan air minum;
b. drainase/saluran lingkungan dengan ketentuan penampang basah
atas lebar maksimal 60 (enam puluh)cm;
sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
sumur resapan;
alat pemadam api ringan;
pompa kebakaran portable.

-0 Qo0

(2) Pengadaan pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana transportasi :

a. jalan Lingkungan/permukiman dengan ketentuan lebar maksimal
3 m ketebalan minimal 10 cm dengan menggunakan Ready Mix
minimal K-225 dan bila mengunakan paving blok ketebalan minimal
8 cm;

b. jembatan konstruksi sederhana;

c. Sarana prasarana Transportasi lainnya.

(3) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan :
a. mandi cuci kakus untuk umum/komunal;
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan :
10
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taman bacaan masyarakat;

wahana permainan anak dipendidikan anak usia dini;
bangunan pendidikan anak usia dini;

sarana prasarana seni dan budaya berbasis kearifan lokal;
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(10)

Pasal 8

Penentuan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui
musyawarah Kelurahan.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan atau
perubahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam
dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud
ayat (4) Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai
dengan sumber pendanaan masing masing kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-
masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran sendiri.

Dalam proses perencanaan Kkegiatan pembangunan sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan.

Lurah selaku PPK melakukan penginputan RUP kedalam Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk kemudian
ditetapkan dan diumumkan oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.

Pengumuman RUP dapat dilakukan kembali apabila terdapat
perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/jasa atau Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

11



4. Ketentuan Pasal 9A diubah dan ditambahkan 2 ayat, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

(2)Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melalui
Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lainnya
untuk menetapkan pejabat dimaksud.

(3)PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang
bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4)PjJPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal |1
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Juli 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 48 SERI E
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